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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya disingkat Renja 

OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja 

(Renja) OPD mengacu pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  merupakan dokumen yang wajib disusun 

oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap tahunnya yang merupakan penjabaran 

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017 - 

2022,  dan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kesehatan Provinsi Banten  2017 – 2022. 

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang 

diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan 

kerangka anggaran. 

Dinas Kesehatan Provinsi Banten, yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) Provinsi Banten, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan tata Kerja 

Perangkat Daerah Provinsi Banten, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang 

kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan 

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi, berkewajiban menyiapkan 

dan Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 sebagai acuan dalam pelaksanaan 

program kegiatan tahunan.  

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu rangkaian proses yang berorientasi kepada 

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, 

peluang, kemampuan serta faktor yang mempengaruhi (internal–eksternal) dan kendala yang 

ada atau yang mungkin timbul. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan memuat tentang 

evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2017 serta Kebijakan 

Pembangunan Kesehatan, Prioritas dan sasaran pembangunan kesehatan, serta rencana kerja 

dan pendanaan / pagu Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018. 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018 disusun dengan 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten 

Tahun 2017 - 2022, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi 

Banten Tahun 2018, serta merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022. 
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Dalam rangka Penyusunan rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 

2018 telah menempuh beberapa tahapan mulai dari :  Penyusunan rancangan Renja, 

Pembahasan Renja OPD pada Forum Renja OPD, Verifikasi Renja oleh BAPPEDA, 

penyesuaian rancangan Renja OPD penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas 

Kesehatan Provinsi Banten tahun 2018 sebelum ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi Banten. 

Sejalan dengan Penyusunan Rencana Kerja tahun 2018, Dinas Kesehatan Provinsi 

Banten telah menyesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan bidang kesehatan pada 

RKPD Provinsi Banten, Tema RKPD Provinsi Banten pada Tahun 2018 yaitu “Memacu 

Pembangunan Infrastruktur untuk Perceparan dan Pemerataan Pembangunan dengan isu 

strategis dan prioritas pembangunan kesehatan ditujukan pada Meningkatkan Aksebilitas 

dan Kualitas Layanan Kesehatan. Program Prioritas bidang kesehatan sebagaimana 

tercantum pada RKPD Banten 2018 : 1. Meningkatkan  pemenuhan hak dasar 

masayarakat dalam Layanan kesehatan (Infrastruktur, bantuan Biaya kesehatan dan 

tenaga Medis dan paramedis) ; 2. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak 

menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; 3. Penguatan Upaya Promotif 

dan Preventif ; 4. Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Ibu dan Anak. 

Program dan  kegiatan  pembangunan kesehatan tahun 2017-2022 disusun untuk 

memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pembangunan kesehatan di Provinsi 

Banten terkait dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran 

strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Adapun program dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah sebagai berikut : 

1. Pada program tata kelola pemerintahan terdiri dari kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan, kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, Kegiatan Penyusunan 

Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana 

Kantor, kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Kegiatan Penyediaan 

Barang dan Jasa Perkantoran, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Kegiatan 

Perbendaharaan dan Verifikasi, Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah. 

Kegiatan pada Program Tata kelola Pemerintahan meliputi kegiatan pada Dinas 

Kesehatan sebagai unit induk, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (UPT), Balai 

Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT), RSUD Malingping dan RSUD Banten (UPT). 

Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)). 

2. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat 

Pada program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat terdiri dari kegiatan 

Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kegiatan Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kegiatan 

Peningkatan Kesehatan Lingkungan. Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah 

Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, Persentase balita gizi buruk yang 
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dirawat dan ditangani, Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program 

kesehatan masyarakat. 

3. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 

Pada program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan terdiri dari kegiatan 

Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat 

Miskin, Kegiatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pembinaan Upaya 

Kesehatan Rujukan. Indikator kinerja yang ingin dicapai Persentase penduduk yang 

mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, Presentase pelayanan kesehatan yang 

terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium), Persentase Terbangunnya RS Jiwa dan 

Pusat Rehabilitasi ketergantungan obat Provinsi Banten, Persentase Pembangunan Rumah 

Sakit Banten Selatan. 

4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  

Pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari kegiatan Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Menular, Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Bersumber Binatang, kegiatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular, 

Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa, Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan. 

Indikator yang ingin dicapai Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan 

program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan. 

5. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian 

Pada program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian terdiri dari 

kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, kegiatan 

Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, kegiatan Pengendalian, Pengawasan 

Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan. Indikator yang ingin dicapai yaitu 

Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang direkrut dan ditingkatkan 

Kompetensinya, Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, 

Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian. 

6. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 

Pada program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari 

kegiatan Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan 

kegiatan Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah. Adapun indikator yang 

ingin dicapai yaitu Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani. 

7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat 

Pada program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat terdiri dari kegiatan 

Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja dan 

Peningkatan Pembinaan Promosi dan Survailans Kesehatan Kerja. Adapun indikator yang 

ingin dicapai yaitu Persentase Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja 

di wilayah kerja BKKM. 
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Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2018 ini dijadikan 

sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran berupa rencana 

kerja dan anggaran (RKA) yang kemudian dilanjutkan pada penyusunan dokumen 

pelaksanaan dan anggaran (DPA). 

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi 

Banten disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4010); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140); 

7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di 

Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817); 

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang 

Berkeadilan; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Banten Nomor 26); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 

No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten No. 32); 

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66). 

18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan 

Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten; 

19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.  

20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan  Jangka 

Menengah Daerah  ( RPJMD )  Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.  
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1.3. MAKSUD  DAN  TUJUAN 

Penyusunan Rencana Kerja Provinsi Banten Tahun 2018 dimaksudkan untuk 

memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan di 

Provinsi Banten pada tahun 2018 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan 

berkesinambungan. Dengan demikian Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan 

Provinsi Banten dimaksudkan untuk : 

1. Menetapkan Prioritas Pembangunan bidang Kesehatan tahun 2018; 

2. Merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2018; 

3. Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang dijabarkan dalam 

program dan kegiatan. 

 

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 

tahun 2018  adalah : 

1. Menjadi acuan penyusunan Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Kegiatan tahun 2018  

dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten 

2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 

2018. 

3. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 

Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2018. 

 

1.4. SISTEMATIKA  PENULISAN  

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2017 disajikan dengan sistematika 

sebagai berikut :  

KATA  PENGANTAR 

DAFTAR  ISI 

BAB. 

I 

PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 

Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renja  Dinkes, 

proses penyusunan Renja Dinkes, dan mengemukakan keterkaitan  Renja Dinkes 

dengan Dokumen RKPD, dengan Renstra Dinkes, dan serta tindak lanjutnya dengan 

proses penyusunan RAPBD 

 1.2 Landasan Hukum 

Pada bagian ini menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur 

organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinkes, serta pedoman yang dijadikan 

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinkes 

 1.3 Maksud dan Tujuan 
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Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan Renja Dinkes. 

 1.4 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinkes, serta garis besar isi 

dokumen 

 

BAB. 

II 

EVALUASI PELAKSANAAN  RENJA DINAS KESEHATAN  TAHUN LALU 

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas 

Kesehatan. 

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkes 

tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu 

pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinkes 

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinkes 

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinkes tahun-tahun 

sebelumnya. Review hasil  evaluasi pelaksanaan Renja Dinkes tahun lalu, dan 

realisasi Renstra Dinkes mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinkes dan/atau 

realisasi APBD untuk dinkes. 

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinkes 

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinkes berdasarkan indicator 

kinerja yang sudah ditentukan maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. 

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

Memuat uraian kinerja pelayanan Dinkes, permasalahan atau hambatan yang 

dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkes, Tantangan dan peluang 

dalam meningkatkan pelayanan Dinkes dan formulasi isu-isu penting untuk 

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang 

direncanakan 

 2.4 Review  Terhadap Rancangan Awal RKPD. 

Memuat uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD 

dengan hasil analisis kebutuhan. 

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Menguaraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para 

pemangku kepentingan. 

BAB. 

III 

TUJUAN , SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN 

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional. 

Bagian ini memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinkes 

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinkes 
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Bagian ini memuat Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu 

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkes yang dikaitkan dengan sasaran 

target kinerja Renstra Dinkes. 

 3.3 Program dan Kegiatan 

Memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan 

terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rakapitulasi 

program dan kegiatan, tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan 

kegiatan) 

BAB. 

IV 

PENUTUP 

 4.1 Penutup. 

Bagian ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat 

perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut terkait dengan tugas 

pokok dan fungsi Dinkes 

 

LAMPIRAN – LAMPIRAN  
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) 

 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN  

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja  dan Capaian Renstra 

Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2017 disusun 

untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pembangunan 

kesehatan di Provinsi Banten dan di kabupaten/kota terkait dengan upaya-

upaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang 

menggambarkan tujuan-tujuan strategis. 

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas 

Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

1. Bina Gizi Dan Kesehat Ibu Dan Anak 

a. Perbaikan Gizi Masyarakat 

b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 

c. Pelayanan Kesehatan Anak 

2. Pembinaan Upaya Kesehatan 

a. Kerjasama Pelayanan Kesehatan 

b. Upaya Kesehatan Rujukan 

c. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 

d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 

e. Peningkatan Pengendalian Mutu Balai Laboratorium Kesehatan 

f. Peningkatan Pelayanan Balai Laboratorium Kesehatan 

g. Promosi Kesehatan Dan Surveilance Kesehatan kerja 

3. Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan 

a. Pencegahan dam Pengendalian Penyakit Menular Langsung 

b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 

c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) 

d. Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, dan Penanggulangan Krisis 

Wabah 

e. Penyehatan Lingkungan 

4. Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 

a. Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 

b. Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK) 

 

5. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia 

Kesehatan 

a. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 


